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ABSTRAK

Rahmad, Mappamiring dan Riskasari. 2024. Implementasi Kebijakan
Kunjungan Keluarga Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A
Bulukumba

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi
kebijakan kunjungan terhadap keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan
kelas I1A Bulukumba dengan pendekatan aspek Standar dan Sasaran, Komunikasi
antara Lembaga Kondisi Eksternal dan, Sikap Pelaksana. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan
secara terperinci. Tipe penelitian digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber
data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, data sekunder dengan
informan yang dianggap mengetahui dan kompeten di bidangnya. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan (a) standar dan sasaran, bahwa terdapat SOP
dan ketentuan kunjungan yang telah diketahui oleh pelaksana dan pengunjung.
Sasaran dari kebijakan yaitu untuk keamanan dan ketertiban. (b) Komunikasi
antar lembaga dan kondisi eksternal, telah terdapat komunikasi antar lembaga
seperti Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham yang berkaitan dengan koordinasi
keamanan, pengawasan pelaksanaan, dan arahan yang berhubungan dengan
ketentuan pengunjung, TNI dan POLRI berhubungan dengan komunikasi
pelatihan keterampilan petugas LAPAS dan bantuan keamanan telah berjalan
baik. lalu kebijakan juga bisa tergantung ke kondisi eksternal. (c) sikap pelaksana
(petugas) saat ini belum maksimal karena keterbatasan jumlah dan peralatan, serta
beberapa oknum petugas belum Kkonsisten atau tegas dalam menerapkan
kebijakan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengunjung, Warga binaan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang.
Kebijakan biasanya mengikat kepada seorang manusia atau masyarakat. Ada
banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrat contohnya seperti kebijakan di
bidang kesehatan pendidikan dan lain-lain. Perpanjangan tangan dari sebuah
kebijakan yang akan dilaksanakan oleh administrator ini merupakan penerapan
kebijakan bisa disebut sebagai implementasi. Implementasi yaitu merupakan
proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan
harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh
birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan
pelaksana yang bisa dipercaya (Rosad, 2019).

Langkah panjang dari suatu proses kebijakan bermuara pada bagian
implementasi kebijakan itu sendiri. Sejatinya, proses implementasi kebijakan
menjadi penentu akhir yang paling penting atas keseluruhan pembuatan kebijakan,
termasuk dalam bidang pendidikan. Artinya, sebagus apapun rumusan dan
formulasi kebijakan yang dihasilkan, menjadi tidak berarti manakala formulasi itu
tidak dilanjutkan dengan proses implementasi (Yuliah, 2020). Implementasi
kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (policy making
process). Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara hukum, dalam
pelaksanaannya masyarakat yang melakukan tindakan melanggar hukum akan

dipidana sesuai dengan apa yang dilakukannya. Lembaga yang bertanggung jawab



Untuk menangani masyarakat yang melanggar hukum tersebut adalah Lembaga
Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat
untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan
(Victorio H.Situmorang, 2019). Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan. Narapidana juga biasanya disebut sebagai warga binaan.
Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga dibawah naungan direktorat
jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 terdapat 526
Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang tersebar di seluruh indonesia.
LAPAS merupakan salah satu lembaga pembinaan, oleh karena itu terdapat
banyak kebijakan yang mengatur. Di dalam peraturan perundang-undangan No.
22 Tahun 2022 di dalam pasal 7 huruf K mengemukakan bahwa tahanan berhak
menerima kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.
Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat kebijakan kunjungan lembaga
pemasyarakatan yang diatur di dalam keputusan kementerian hukum dan
direktorat jenderal pemasyarakatan tahun 2024 tentang penyelenggaraan
keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan selain dari keputusan
kementerian ketentuan kunjungan juga diatur di Lembaga Pemasyarakatan
masing-masing unit pelaksana teknis.

LAPAS juga mempunyai peran untuk melaksanakan pembangunan nasional
dalam meningkatkan standar sumber daya manusia di Indonesia, tujuan itu antara

lain telah dinyatakannya LAPAS sebagai tempat pendidikan dan tempat



pembangunan sumber daya manusia (Sugema, 2020). LAPAS sebagai sebuah
bagian yang berperan aktif dalam proses pembinaan terhadap narapidana,
mempunyai tugas dan wewenang yang sangat kompleks, mengingat setiap hari
nya terjadi banyak sekali kasus pidana yang terjadi dan para pelaku nya akan
mendapat hukuman dan pembinaan dibalik tembok LAPAS itu sendiri (Pradipta et
al., 2020).

Ada beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh Staf Jaga dan harus dipatuhi
oleh Pengunjung Lembaga Pemasyarakatan, keluarga tak akan luput dari aturan
karena lembaga pemasyarakatan biasanya sarat akan beberapa ketentuan-
ketentuan. Terutama kepada keluarga para warga binaan yang akan mengunjungi
keluarga mereka. Aturan dibuat untuk mendisiplinkan dan membuat para warga
binaan terarah dengan baik. Kebijakan ketat untuk pengunjung yang dibuat oleh
Lembaga Pemasyarakatan sudah diatur dari masing-masing lembaga
pemasyarakatan ada SOP mengenai kunjungan, ada pula prosedur umum yang
yang harus diterapkan sesuai dengan rujukan yang penulis dapatkan dari
kementerian hukum dan ham tentunya. Kebijakan tersebut misalnya membawa
KTP berpakaian Sopan dan lain-lain.

Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang cukup rawan, oleh karena
itu pengawasan ketat terhadap pengunjung harus dan perlu diperhatikan agar
kiranya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dikutip dari (Ramadhan,
2021) dalam Detik news mengemukakan adanya penyelundupan narkotika yang
berbentuk kue pada LAPAS jalekong. Contoh kasus lain yang ada di lembaga

pemasyarakatan Tulungagung didapati warga binaan memiliki senjata tajam pada



pemeriksaan yang berlangsung menyeluruh di lembaga pemasyarakatan kelas I1A
Tulungagung pada bulan Mei 2023 (Sujarwoko, 2023).

Dari beberapa kasus yang didapati terkait keamanan lembaga
pemasyarakatan maka perlu adanya pengimplementasian kebijakan yang secara
teratur dan tersistematis agar kiranya hal-hal yang demikian adanya bisa
diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Pengawasan dan kredibilitas staf juga
perlu diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga
pemasyarakatan.

LAPAS kelas IIA Bulukumba merupakan salah satu lembaga
pemasyarakatan yang didominasi oleh narapidana tindak pidana penyalahgunaan
narkoba. Menurut Bulukumba Post tahun 2023 sebanyak 359 dari total 541
narapidana adalah narapidana kasus narkoba. Di LAPAS sendiri selain dari kasus
narkoba Contohnya kasus dari Kompas tahun 2022 bahwa terjadi percobaan
penyelundupan narkotika jenis sabu oleh pengunjung lembaga pemasyarakatan
yang berhasil digagalkan oleh petugas di LAPAS Kelas IIA Bulukumba.
Sementara itu bahwa LAPAS kelas II1B Sinjai dan Bantaeng tetap didominasi oleh
terpidana kasus narkotika akan tetapi tidak sebanyak LAPAS kelas IIA
Bulukumba. Banyak kasus perkelahian ini dijelaskan dari berbagai media bahwa
kasus-kasus perkelahian seringkali terjadi karena kesalahpahaman berujung pada
korban luka bahkan meninggal dunia. Dikutip dari tribun news yang mengatakan
polres Bulukumba juga akan menindak lanjuti aksi premanisme dan pesta miras
yang sudah meresahkan warga. Dari beberapa kasus yang dirangkum dan telah

diadili serta dibina di Lembaga Pemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa sangat



berbahaya jika benda seperti sajam ataupun narkotika masuk ke dalam LAPAS.
Contoh kasus dari Kompas tahun 2022 bahwa terjadi percobaan penyelundupan
narkotika jenis sabu oleh pengunjung lembaga pemasyarakatan yang berhasil
digagalkan oleh petugas di LAPAS Kelas 1A Bulukumba.

Oleh karena itu pentingnya Implementasi kebijakan kunjungan keluarga
warga binaan di LAPAS kelas 1A Bulukumba. Mengingat berbagai macam kasus
yang telah terjadi di lembaga pemasyarakatan di indonesia dalam kurung waktu 5
tahun terakhir. Implementasi yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur atau
Protap agar kiranya hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihilangkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka fokus rumusan
masalah sesuai dengan teori Van Meter dan Van Hornd yaitu:

1. Bagaimana standar dan sasaran kebijakan kunjungan keluarga warga
binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 1A Bulukumba?

2. Bagaimana Komunikasi antar lembaga dan Lingkungan eksternal
terhadap kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di lembaga
pemasyarakatan kelas 1A Bulukumba?

3. Bagaimana Sikap Pelaksana terhadap kebijakan kunjungan keluarga
warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 1A Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1.  Untuk Mengetahui Standar dan sasaran kebijakan kunjungan keluarga

warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 1A Bulukumba



2. Untuk Mengetahui Komunikasi antar lembaga dan Lingkungan
eksternal terkait kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di
lembaga pemasyarakatan kelas I1A Bulukumba

3. Untuk Mengetahui Sikap Pelaksana terkait kebijakan kunjungan
keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA
Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1.  Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan studi perbandingan
selanjutnya serta akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah untuk
melengkapi kajian-kajian yang dapat mengarahkan pada implementasi
pada kementerian hukum dan ham di lembaga pemasyarakatan
Bulukumba.

2. Secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan
pemikiran serta bahan masukan untuk meningkatkan implementasi
pada kebijakan-kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A

Bulukumba
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan serta untuk menambahkan teori

dari penelitian adalah ini.

1.

Agus Priyanto (2017), Dengan judul penelitian “Implementasi Hukuman
Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib
(Studi Di LAPAS Kelas IIA Mataram)” Hasil dari penelitian ini adalah
Implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang
melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram adalah sebagai 77
berikut: a). Untuk pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh
narapidana pemberian hukuman disiplinnya berupa Peringatan Teguran, b).
Untuk pelanggaran disiplin tingkat sedang hukuman disiplin yang diberikan
adalah penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan c).untuk pelanggaran
disiplin tingkat berat bagi narapidana yang diduga melakukan pelanggaran
berat akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil
pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang
TPP, dan kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diberikan kepada
Kepala LAPAS Mataram sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin.

Untuk hukuman disiplin yang diberikan dalam pelanggaran tingkat
berat ini yaitu penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan

bisa diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan untuk kepentingan



keamanan bisa dipindahkan ke LAPAS lain. Dari tahun 2014 sampai tahun
2016 telah terjadi kasus pelanggaran tata tertib dengan total 325 orang yang
melakukan pelanggaran. Dengan sanksi yang diterapkan berbeda-beda. Pada
dasarnya pemberian hukuman disiplin untuk menjamin situasi keamanan
dan ketertiban yang aman dan terkendali yang nantinya akan berpengaruh
pada proses pembinaan warga binaan dalam LAPAS dan tujuan pembinaan
akan tercapai dengan maksimal. Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak
pada bagian implementasi kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM direktorat jenderal pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan.
Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus implementasi
kebijakan dan lokasi penelitian.

Armando Antonio (2021), dengan judul penelitian “ Analisis Implementasi
Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
lia Batam Serta Relevansinya Terhadap Tujuan Pemidanaan” hasil dari
penelitian ini adalah 1) Dengan adanya pandemi covid-19 membuat
pemberian asimilasi berbeda dari asimilasi sebelumnya yang mana biasanya
dilakukan di dalam LAPAS ataupun di luar LAPAS bersama pihak ketiga
yang menanganinya, sekarang membuat asimilasi diberikan kepada
narapidana secara langsung dari rumahnya masing-masing dengan
pengawasan Bapas melalui daring (dalam jaringan). Hal ini diatur dalam

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian diganti dengan



Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 serta telah diperbaharui kembali
menjadi Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021.

Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut
merupakan tindakan progresif yang diambil oleh Negara dalam menghadapi
situasi pandemi COVID-19 di dalam LAPAS, tanpa mengabaikan kondisi
korban, keluarga korban, maupun narapidana, dengan tujuan untuk
memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara
terpenuhi. Sesuai dengan teori yang diajukan oleh Soerjono Soekanto,
Roscoe Pound, dan Lawrence Meir Fredman, penilaian terhadap efektivitas
suatu kebijakan bergantung pada tiga faktor, yaitu struktur hukum, substansi
hukum, dan masyarakat atau budaya. Meskipun penelitian ini secara umum
telah berjalan efektif, namun perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk
memastikan bahwa proses pembinaan berjalan dengan baik dan tidak
mengalami over kapasitas di masa depan. Penegak hukum dan masyarakat
dihimbau untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah di
Pengadilan. Sekiranya hal tersebut masih dapat diselesaikan dengan cara
non-litigasi seperti dengan menerapkan restorative justice maka hal itu
dirasa lebih perlu karena dengan adanya restorative justice ini
memungkinkan pelaku untuk memperbaiki (restorasi) kondisi korban yang
telah dirugikan atau dirusak dan adanya restorative justice diharapkan dapat
menggeser paham pembalasan (retribution) dalam pemidanaan. Sehingga
dengan adanya restorative justice dapat memperbaiki hubungan diantara

keduanya yang telah rusak karena kejahatan tersebut, jadi secara tidak
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langsung hal ini juga dapat mengurangi jumlah kasus di Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan dan over-kapasitas yang terjadi di dalam LAPAS.
Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian di
Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus
penelitian.

Sri Muliani (2021), dengan judul penelitian “Implementasi Pembinaan
Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan
Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas
ITA Watampone)” dengan hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1) Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A
Watampone dilaksanakan dalam beberapa tahap meliputi tahap awal, tahap
lanjutan dan tahap akhir. Pada tahap awal meliputi pembinaan kepribadian
dan kemandirian, pada tahap lanjutan adanya tahap asimilasi dimana
narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas atau pembebasan
bersyarat. pada tahap ini juga dilaksanakan asimilasi kerja sosial yang
bertujuan agar jika narapidana kelak telah bebas maka ia tidak dikucilkan
oleh masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Pembinaan tahap akhir ini akan diberikan pembebasan bersyarat bagi
narapidana yang telah memenuhi syarat. Syarat yang di maksud tersebut
ialah telah mengikuti pembina tahap awal sampai pada tahap akhir. (2)
Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A
Watampone telah berjalan dengan baik namun belum dapatkan berjalan

secara efektif. Hal ini dikarenakan pelaksanan pembinaan tidak dilakukan
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penggolongan berdasarkan tindak kejahatan yang berarti bahwa pembinaan
yang dilakukan terhadap narapidana narkotika dan non narkotika
disamakan. Selain itu tujuan pembinaan yang menjadi tolak ukur efektivitas
pembinaan belum tercapai secara maksimal yang dibuktikan dengan masih
banyaknya narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.
Persamaan dari penelitian ini yaitu Fokus penelitian sama-sama berfokus
kepada implementasi dan perbedaan dari penelitian yaitu pada lokus
penelitian.

Konsep dan Teori

Implementasi Kebijakan

a.  Pengertian Implementasi kebijakan

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan
dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to implement
(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect
(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) (Yuliah, 2020)

Implementasi kebijakan merupakan suatu studi kebijakan publik yang
mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Pada tataran
praktik, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu rumit
bahkan tidak jarang bermuatan kepentingan politik dengan adanya

intervensi aktor-aktor politik (Hidayat, 2021). Selanjutnya terkait model
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implementasi kebijakan terdiri dari dua pendekatan, yaitu model bersifat
top-down dan bottom up. Pendekatan yang bersifat top-down digunakan
untuk mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir
dari atas tindakan lebih lanjut pemetaan ke bawah untuk melihat
keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Model top-down
ialah berupa pola yang dikerjakan oleh Pemerintah untuk rakyat, dimana
partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya model bottom-up
mengadopsi logika berfikir dari bawah ke atas dan menegaskan pentingnya
dua aspek penting dalam implementasi kebijakan, yakni struktur kekuasaan
birokrat pada tingkat bawah (street level bureaucrat) dan kelompok sasaran
kebijakan. Model bottom-up berarti meski kebijakan digagas oleh
Pemerintah, namun pelaksanaan oleh masyarakat sipil (Hidayat, 2021).
Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus
kebijakan publik yang sering kali diabaikan atau dianggap remeh. Namun,
keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya tergantung pada kualitas
perumusannya, tetapi juga pada kemampuan untuk
mengimplementasikannya dengan efektif. Dalam esai ini, kita akan
menjelajahi konsep implementasi Kkebijakan, tantangan yang mungkin
dihadapi, strategi untuk mengatasinya, serta dampak penting dari
implementasi kebijakan yang berhasil. Konsep Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan
untuk menerapkan dan menjalankan sebuah kebijakan yang telah diadopsi

atau diputuskan. Ini melibatkan proses konversi kebijakan menjadi tindakan



13

konkret di lapangan, yang melibatkan berbagai pihak dan sumber daya.
Proses ini bisa meliputi pembentukan struktur organisasi, alokasi anggaran,
pengadaan sumber daya manusia, komunikasi, pelatihan, pemantauan, dan
evaluasi.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program,
aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak
yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk
penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu
faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya kebijakan bukan
event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan
sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari
segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh
dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa
yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. Kebijakan adalah
suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni
dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas
tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak
rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan
masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan

waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan
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hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam
usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mansur, 2021).

Administrasi Publik menyebutkan bentuk implementasi kebijakan
meliputi kegiatan diantaranya melalui pendidikan dan keterampilan, bantuan
modal atau dana bergulir, program perbaikan, dan melalui kegiatan
pendampingan oleh aparatur terkait (Hidayat, 2021). Implementasi
kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam struktur kebijakan karena
menyangkut apakah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah telah
aplikabel di lapangan dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh
karena itu perlu adanya analisis menggunakan suatu model atau kerangka
pemikiran tertentu (Nainggolan et al., 2023).

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah
dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya
mengelola input untuk menghasilkan output dan outcomes bagi masyarakat
(Sutmasa, 2021).

b.  Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya
kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain,
tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri, serta memberikan dampak atau
hasil yang positif bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Asumsi yang
dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah

semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang
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keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output
yang telah digariskan (Yuliah, 2020)

Konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah semakin tinggi
derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan
kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah
digariskan. Beberapa faktor yang dapat dijadikan perhatian dalam
keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan pembahasan di atas antara
lain, faktor manusia, faktor struktur kebijakan, faktor proses administrasi
dan manajemen, faktor dana, dan faktor daya. (Yuliah, 2020).

c.  Teori Implementasi

Terdapat cukup banyak teori dan model yang menjelaskan tentang
implementasi kebijakan, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan,
pemerintahan dan lain-lain. Beberapa diantaranya seperti yang sampaikan
oleh (Turhindayani, 2020) adalah teori Brian W. Hogwood dan Lewis A.
Gunn, teori Van Meter dan Van Horn, serta teori Daniel Mazmanian dan
Paul A. Sabatier. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn merupakan
pencetus teori implementasi kebijakan dengan pendekatan The top down
approach. Menurutnya, terdapat beberapa syarat agar kebijakan dapat
dilaksanakan secara sempurna yaitu:

1)  Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan atau Instansi pelaksana
tidak akan menimbulkan gangguan serta kendala yang serius.
2) Tersedianya waktu dan sumber yang cukup memadai untuk

pelaksanaan program.
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3)  Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

4)  Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan
kausalitas yang andal.

5)  Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya.

6) Hubungan saling ketergantungan harus sedikit.

7)  Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

8)  Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

9) Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat menuntut
dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Teori dan model yang dikembangkan oleh VVan Meter dan Van Horn
seringkali disebut sebagai A model of the policy implementation process
(model proses implementasi kebijakan) dimana dalam teorinya beranjak dari
suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi
akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan
(Turhindayani, 2020).

Teori klasik yaitu teori yang diperkenalkan oleh duet Donald van
Meter dan Carl Van Horn. Teori ini bertumpu pada implementasi kebijakan
yang berjalan secara linier dari kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja
kebijakan publik. The Van Meter dan Van Horn tahun 1975 merancang
model implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa ada enam

variabel yang membentuk hubungan antara kebijaksanaan dan Kkinerja.
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(Hartawan & Kosasih, 2023). Dalam hal penggunaan model terkait

implementasi kebijakan, kami tertarik menggunakan model implementasi

kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini menekankan
pentingnya partisipasi pelaksana dalam perumusan tujuan kebijakan, dan
pendekatan model ini mencakup pendekatan top-down. Van Meter dan Van

Horn menyatakan ada enam variabel yang dapat mempengaruhi

keberhasilan implementasi, antara lain:

1) Standar dan Tujuan mempunyai indikator kinerja sejauh mana standar
dan tujuan kebijakan tercapai. Standar dan Tujuan dapat dilihat melalui
berbagai dokumen seperti peraturan dan pedoman program seperti
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

2) Sumber daya disiapkan untuk memudahkan administrasinya agar efektif
dan efisien

3) Komunikasi Antar Organisasi dan Kondisi Eksternal bahwa standar dan
tujuan program harus dipahami oleh pelaksana. Komunikasi antar
organisasi dan pelaksana kegiatan menitikberatkan pada ketepatan dan
konsistensi komunikasi antar organisasi atau antar pelaksana,
pemahaman program. standar dan tujuan oleh pelaksana, bantuan dalam
menafsirkan peraturan dan pedoman pejabat yang lebih tinggi dan
memberikan sanksi positif atau negatif.

4) Karakteristik lembaga pelaksana mencakup kompetensi dan jumlah staf
suatu lembaga, tingkat kendali hirarki atas keputusan dan proses sub-unit

di lembaga pelaksana, sumber daya dari lembaga politik (dukungan
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legislatif dan eksekutif), vitalitas organisasi, tingkat komunikasi
keterbukaan dalam organisasi pelaksana dan dengan pihak eksternal serta
hubungan formal dan informal dengan pengambil kebijakan atau
pelaksana kebijakan.

5) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik didasarkan pada ketersediaan
sumber daya ekonomi untuk mendukung keberhasilan implementasi,
kondisi ekonomi dan sosial yang dipengaruhi oleh implementasi
kebijakan, opini masyarakat yang muncul terkait dengan permasalahan
kebijakan, sikap elit dalam implementasi kebijakan (mendukung atau
menentang), dan mobilisasi kelompok kepentingan swasta dalam
mendukung atau menentang kebijakan.

6) Disposisi Pelaksana (sikap pelaksana) meliputi sikap pelaksana
pemahaman terhadap kebijakan, arah respon pelaksana (menerima,
netral, dan menolak), serta intensitas respon pelaksana (intensitas

menerima, netral atau menolak).

Menurut Van Meter dan Van Horn: Model ini tidak hanya
menentukan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen
utama yang menjadi perhatian, tetapi juga memperjelas hubungan antar
variabel independen. Keterkaitan yang disertakan secara implisit mewakili
hipotesis yang dapat diuji secara empiris, dengan asumsi bahwa indikator
yang memuaskan dapat dibangun dan data yang sesuai dapat dikumpulkan.
Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah ini dengan cara seperti ini,

terdapat peluang yang lebih besar untuk menjelaskan proses pengambilan
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keputusan kebijakan dibandingkan dengan hanya melakukan Kkorelasi.
variabel independen dan dependen dengan cara yang relatif tidak terpikirkan
(Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023)

Dijelaskan juga model pendekatan implementasi kebijakan yang
dirumuskan oleh VVan Meter dan VVan Horn, yang menyatakan bahwa proses
implementasi merupakan abstraksi atau kinerja pemahaman terhadap
kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk mencapai kinerja
implementasi kebijakan yang tinggi berlangsung dalam hubungan. dari
berbagai variabel. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan
berjalan linier dengan keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan
dipengaruhi oleh beberapa variabel tersebut, yaitu Standar kebijakan dan
Menurut Van Meter dan Van Horn, organisasi pelaksana mempunyai enam
variabel yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Kompetensi dan jumlah staf,

2) Jangkauan dan derajat kendali,

3) Dukungan politik,

4) Kekuatan organisasi,

5) Derajat keterbukaan dan kebebasan berkomunikasi, dan

6) Hubungan.

Ciri-ciri lembaga pelaksana adalah “Karakteristik lembaga pelaksana,
termasuk isu-isu seperti pengendalian organisasi tetapi juga, pasti kembali
ke isu-isu antar organisasi, hubungan formal dan informal lembaga tersebut

dengan badan “pembuat kebijakan” atau “penegak kebijakan”
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2.  Lembaga Pemasyarakatan

Menurut (Zhoohiru & Subroto, 2022) Lembaga Pemasyarakatan adalah
tempat untuk menjalankan program pembinaan bagi Narapidana dan Anak didik
Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya LAPAS mengacu
kepada aturan-ataran yang telah dibuat khususnya dalam hal pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat untuk membina dan
mendidik narapidana, agar ketika seorang narapidana selesai menjalankan
pidananya, agar dapat diterima kembali di masyarakat. Pada awalnya Lembaga
Pemasyarakatan dikatakan sebagai Rumah Penjara (Astuti et al., 2020). Menurut
sumber lain juga menyatakan bahwa Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat
untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi
disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu
jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan
dan tidak melakukan kejahatan lagi (Muhammad Syahdiyar, 2020).

Dasar hukum lembaga pemasyarakatan adalah Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang memuat
pengertian bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata
peradilan pidana. Dan sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah
dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan
Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar
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menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan
bertanggung jawab. Serta Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut
LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan (Doris Rahmat, Santoso Budi NU, 2021).

Seseorang yang telah melanggar aturan hukum pidana, akan dikenakan
sanksi pidana dan dilakukan dalam bentuk pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya
untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya dan
mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum,
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai
kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Proses pemidanaan yang
dilakukan oleh pengadilan memiliki beberapa instrumen utama yang bisa
dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga
terlibat dalam suatu kasus dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan
diantaranya adalah pidana penjara(No & Aji, 2022)

Pemasyarakatan adalah sebagai upaya untuk memperbaiki diri seseorang
yang telah dianggap melanggar hukum yang ada, sehingga dengan adanya
pemasyarakatan narapidana atau anak didik dapat bermanfaat dan diterima
kembali oleh masyarakat pada umumnya, merujuk dari Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, pembinaan adalah

kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
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intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani
Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan para
narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak
mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan, sedangkan pembimbingan pada
Pasal 1 ayat (2) adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas
ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap (Tahgiga et al.,
2024).

3. Warga Binaan

“Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik
Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. Narapidana adalah Terpidana yang
menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Victorio H.Situmorang, 2019).
Sementara dari sumber menyatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Lembaga Pemasyarakatan ikut dihuni oleh terpidana mati, baik yang sedang
mengajukan upaya hukum maupun yang telah ditolak grasinya oleh Presiden
(Arwansyah et al., 2021).

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk
sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat,
oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel
tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum. Di dalam
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan Narapidana
adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan

seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan,
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yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan Recidive dalam
Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang
yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu
kejahatan (Tahqiga et al., 2024).

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang
yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana
yang telah diatur oleh undang-undang. Narapidana menurut Undang-undang No.
22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah seorang terpidana yang sedang
menjalani pidana hilang kemerdekaan yang ditempatkan di dalam Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS), lalu terpidana adalah seseorang yang dijatuhi
hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mendapatkan
kekuatan hukum yang tetap. Sehingga secara garis besar berdasarkan pengertian
tersebut, narapidana adalah seorang terpidana yang sebagian haknya dirampas
atau diambil oleh negara dalam waktu sementara dan sedang menjalani bentuk
hukuman kurungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), salah satu
bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang telah melanggar hukum
yakni pidana seumur hidup (Pangestu & Subroto, n.d.).

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan
berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak
mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga
maupun pihak lainnya, dan memperoleh informasi baik media cetak maupun
media elektronik memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya, untuk

melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan
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masyarakat baik dalam mengadakan kerja sama dalam mengadakan pembinaan
maupun dengan sifat bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan
yang telah selesai menjalani pidananya

Dalam pandangan lain juga mengemukakan bahwa prinsip-prinsip
pemasyarakatan tersebut mengajarkan bahwa narapidana adalah orang tersesat
karena itu harus diayomi dan diberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan
berguna dalam masyarakat. Pembinaan narapidana adalah upaya untuk
mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat jadi tidak selayaknya dalam
sistem pemasyarakatan masih ada kemungkinan seorang narapidana tidak dapat
kembali ke masyarakat. Menurut Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir,
narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan
untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan
bimbingan. Memahami hal ini jelas bahwa pembinaan narapidana tidak dilakukan
dengan kekerasan melainkan dengan cara-cara manusiawi yang menghargai hak-
hak narapidana (Harefa et al., 2023).

Harsono di dalam (Ahadiyanto, 2020) narapidana adalah manusia yang
sedang berada di persimpangan jalan karena harus memilih akan meninggalkan
atau tetap pada perilakunya yang dahulu dan tengah mengalami krisis disosialisasi
(merasa takut diasingkan di dalam masyarakat dan keluarga, tidak mampu
bersosialisasi dengan baik akibat rasa minder dan putus harapan Narapidana
adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga
Pemasyarakatan (UU Nomor 22 Tahun 2022). Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun

2022 Pasal 1 ayat (6) tentang pemasyarakatan terpidana adalah seseorang yang
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dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Pasal 1 ayat (7) tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang
menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (32) terpidana
adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (Nurfadilah, 2020).

4.  Keluarga

Pengertian Keluarga, keluarga berasal dari bahasa Sansekerta: kula dan
warga “kulawarga” yang berarti “anggota” dan “kelompok kerabat”. Keluarga
adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah,
bersatu. Keluarga inti (“nuclear family”) terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak
(Indarto, 2019)

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat di mana individu-individu
terhubung oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Ini adalah lingkungan
tempat individu belajar tentang interaksi sosial, nilai-nilai, norma, dan keterikatan
emosional. Keluarga sering dianggap sebagai tempat di mana individu merasa
didukung, dicintai, dan diterima. Selain itu, keluarga juga berfungsi sebagai
lembaga penting dalam memenuhi kebutuhan dasar anggotanya, seperti
keamanan, makanan, tempat tinggal, dan dukungan emosional. Keluarga juga
memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai, tradisi, dan budaya
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, definisi dan peran keluarga

dapat bervariasi di berbagai budaya dan konteks sosial. Di mana pun mereka
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berada, keluarga sering kali dianggap sebagai fondasi utama dalam pembentukan
individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Keluarga merupakan salah satu kesatuan sosial terkecil yang terdiri atas
suami, istri dengan disertai atau belum adanya anak-anak yang didahului oleh
ikatan pernikahan keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan
manusia, dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam
hubungan interaksi dengan kelompoknya termasuk pembentukan norma-norma
sosial, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia di dalam hubungan
dengan interaksi dengan kelompoknya (Adison & Suryadi, 2020).

Keluarga yaitu unit sosial-ekonomi yang terkecil dalam masyarakat yang
merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga juga dapat dipahami
sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai
jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan
adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya
hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Seluruh
anggota keluarga juga harus tinggal bersama-sama di bawah satu atap. Selain itu,
kepala keluarga dalam definisi ini selalu mengacu kepada suami atau ayah, seperti
yang dapat dirujuk pada Undang Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Selanjutnya, keluarga juga dipahami sebagai kesatuan interaksi dan
komunikasi yang terlihat dari keterlibatan semua orang dalam memainkan peran,
baik itu sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anak dan saudara.

Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut, keluarga diharapkan dapat
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berperan penting dalam mempertahankan suatu kebudayaan bersama (Wiratri,
2019).

Dalam kehidupan manusia, dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai
manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya termasuk
pembentukan norma-norma sosial, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai
manusia di dalam hubungan dengan interaksi dengan kelompoknya. Dalam
keluarga masing-masing keluarga memiliki perannya masing-masing (Adison &
Suryadi, 2020).

C. Kerangka Pikir

Terdapat kebijakan di LAPAS untuk para keluarga warga binaan yang akan
menjenguk. LAPAS merupakan sebuah lembaga yang ketat dalam pelaksanaan
pengamanan dan banyak aturan terhadap pengunjung. LAPAS adalah lembaga
yang sangat krusial karena ada beberapa kasus yang sering kali melibatkan
narapidana yang terjadi di indonesia contoh kasus seperti penggunaan narkotika di
dalam LAPAS dan terjadi hal-hal kekerasan seperti perkelahian. Oleh karena itu
kebijakan pada saat seseorang berkunjung perlu untuk dilaksanakan dengan baik.
melihat implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan ada beberapa faktor yang
harus diketahui dan perlu untuk diamati. Indikator-indikator tersebut perlu
pengamatan yang seksama dan ditinjau menggunakan teori para ahli yang akan
mempermudah untuk melihat seberapa efektifkah sebuah pengimplementasian
kebijakan di lembaga tersebut.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Kabupaten Bulukumba tepatnya di kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba,
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Untuk melihat Implementasi Kebijakan yang ada disana didasarkan pada teori
Van Meter dan Van Horn pada (Emharis & Fitria, 2023). Model ini menjelaskan
bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling
berkaitan. Pendekatan teori Van Meter dan VVan Horn setelah mempertimbangkan
tujuan penelitian dan fokus yang ingin diketahui maka hanya tiga indikator yang
menjadi landasan penelitian antara lain Indikator standar dan sasaran
memungkinkan pengukuran objektif kinerja kebijakan, memastikan bahwa tujuan
tercapai dan sumber daya digunakan secara efektif. Kemudian komunikasi antar
lembaga karena LAPAS merupakan lembaga yang dibawah naungan dari
kementrian hukum dan ham selanjutnya disposisi pelaksana yang harus di nilai,
beberapa indikator juga penting akan tetapi tiga indikator inilah yang ingin dilihat

oleh peneliti sehingga kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut.

Kebijakan kunjungan LAPAS Kelas IIA Bulukumba

v

Indikator Kebijakan

1. Standar dan Sasaran

2. Komunikasi Antar
Lembaga dan Lingkungan
Eksternal

3. Sikap Pelaksana

v

Implementasi Kebijakan kunjungan Keluarga warga binaan Lembaga
Pemasyarakatan kelas dua IIA Bulukumba

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir
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D. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Kabupaten Bulukumba Fokus penelitian
berguna untuk menetapkan batasan tentang apa yang diangkat atau diselidiki
sehingga peneliti dapat memilah data-data penting dari banyaknya data yang
diperoleh di lapangan. Keterbatasan penelitian kualitatif lebih ditentukan oleh
pentingnya, urgensi dan keandalan masalah yang ingin dipecahkan.

E. Deskriptif Fokus

Deskripsi fokus pada penelitian ini sesuai dengan teori Donald Van Meter
dan Carl Van Horn serta fokus ke Kebijakan yang berlaku di LAPAS Kelas I1A
Bulukumba Standar Operasional Prosedur kunjungan dan Dan Ketentuan layanan
kunjungan. Model ini menekankan pentingnya partisipasi pelaksana dalam
perumusan tujuan kebijakan, dan pendekatan model ini mencakup pendekatan
top-down. Oleh karena itu fokus penelitian yang akan dilaksanakan di lapangan
terbagi menjadi tiga bagian yang bagian pertama adalah Kebijakan dan
selanjutnya adalah indikator implementasi kebijakan:

1. Standar dan Tujuan yang ditinjau dari penelitian ini yaitu bagaimana
kemudian standar operasional kebijakan dan bagaimana tujuan kebijakan
yang akan diamati.

2. Komunikasi Antar Lembaga Melihat Komunikasi antar kementerian Hukum
dan Ham, Direktorat jenderal pemasyarakatan serta lembaga

pemasyarakatan kelas 1A Bulukumba. Bagaimana komunikasi dalam
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pelaksanaan segala kebijakan terhadap pengunjung yang dilaksanakan oleh
LAPAS Kelas 1A Bulukumba.

Disposisi Pelaksana (sikap pelaksana) meliputi sikap pelaksana pemahaman
terhadap kebijakan, arah respon pelaksana (menerima, netral, dan menolak),
serta intensitas respon pelaksana (intensitas menerima, netral atau
menolak). Dalam posisi ini bahwa sikap pelaksana yang diteliti merupakan
sikap kepada para keluarga para warga binaan yang berkunjung. Sikap

pelaksana yang kemudian ditinjau langsung.



BAB IlI
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

B.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 29 Februari sampai 29 April 2024.
Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Jenis dan Tipe Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini
bertujuan utama untuk membuat fakta atau fenomena menjadi lebih
mudah dipahami dan memungkinkan model yang digunakan untuk
menghasilkan hipotesis baru (Fadli, 2021). Penelitian kualitatif
merupakan salah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang
diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji (Pahleviannur et al.,
2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk
mengungkap dan memahami hal-hal yang belum diketahui di balik
suatu isu. Selain itu, metode kualitatif mampu memberikan rincian
detail tentang fenomena yang sulit dijelaskan dengan metode

kuantitatif.
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2. Tipe Penelitian
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Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif. Penelitian

deskriptif bertujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi

tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian ini dilakukan untuk

mendeskripsikan berbagai peristiwa atau kondisi populasi saat ini.

Penelitian deskriptif digunakan untuk menemukan makna baru dan

memberikan penjelasan tentang fenomena yang diteliti (Ririantika et

al., 2020)

C. Informan

Penentuan informan pada penelitian ini yaitu dengan metode Purposive

sampling yaitu dengan melihat tujuan penelitian dengan seseorang yang

mempunyai informasi yang dibutuhkan. Sehingga ditentukan informan di

penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian
NO NAMA INISIAL JABATAN
1 Nur Ansyar NA KASI KAMTIB
(Kepala Seksi Administrasi
Keamanan dan ketertiban)
2 Agustan A KA KPLP
(Kepala kesatuan
pengamanan lembaga
pemasyarakatan)
3 Rustam R SUB SEKSI PELAPORAN
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4 Ilham Syah IS P2U

(Pengamanan Pintu Utama)
5 Ratna R Pengunjung
6 Lia L Pengunjung

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Bulukumba

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif menurut Creswell
dalam (Jailani, 2023).

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi
langsung antara peneliti dan partisipan. Wawancara kualitatif bertujuan
untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman,
pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti.
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau
tidak terstruktur, tergantung pada sejauh mana kerangka kerja telah
ditentukan sebelumnya.

2. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan
langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena
penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau
di lingkungan yang telah dirancang khusus untuk penelitian. Teknik ini
memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan
konteks yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti (Bogdan &

Biklen).
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3. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan metode
pengumpulan data dari literatur, membaca dan mencatat, serta mengolah
bahan penelitian.

4. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau
bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian.
Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku,
atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan
tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang
relevan dengan fenomena yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mengacu pada model
Miles and Huberman. Miles dan Huberman pada buku (Sugiyono, 2013) di dalam
(Sakiah & Effendi, 2021) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.:

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam,
dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pengumpulan
data dilakukan dalam hitungan hari, mungkin bulan, sehingga akan
diperoleh banyak data. Pada awalnya peneliti melakukan eksplorasi umum
terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, segala sesuatu yang dilihat dan
didengar dicatat. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang

banyak dan sangat bervariasi.
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Reduksi data

Pengumpulan data kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam,
dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pengumpulan
data dilakukan dalam hitungan hari, mungkin bulan, sehingga akan
diperoleh banyak data. Pada awalnya peneliti melakukan eksplorasi umum
terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, segala sesuatu yang dilihat dan
didengar dicatat. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang
banyak dan sangat bervariasi.

Penyajian Data

Dengan menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang
terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah
dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan
sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data adalah dengan teks naratif.

Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan
berubah jika tidak ditemukan bukti yang dapat digunakan untuk
memperkuat penelitian. Apabila penelitian pada tahap awal didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan
untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel.
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F. Keabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah untuk memeriksa keabsahan
data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah sebuah konsep
metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif
selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk
meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian
kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui
berbagai sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020).

1.  Triangulasi Sumber Data

Untuk memeriksa keabsahan data dilakukan dengan cara meneliti data yang

diperoleh dari beberapa sumber. Data yang dihasilkan dianalisis oleh

peneliti untuk menarik kesimpulan, kemudian diperlukan kesepakatan

(member check) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan

verifikasi cek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Misalnya, mengecek data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Jika teknik pengujian pengabsahan data menghasilkan

data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan
sumber data yang relevan untuk memastikan bahwa data tersebut dianggap

benar.
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Triangulasi Waktu

Mengumpulkan data melalui wawancara pada pagi hari saat informan masih
segar diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih sahih dan kredibel.
Alternatif lain adalah memverifikasi data dengan melakukan wawancara,
observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil
dari pengujian tersebut menunjukkan perbedaan data, proses ini dapat

diulang-ulang untuk memastikan keakuratan data.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Bulukumba
Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba atau disebut juga Lapas
Bulukumba adalah salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Bulukumba terletak di Jalan
Jenderal Ahmad Yani No.13, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang,

Kabupaten Bulukumba. dengan nomor telpon (0413)81049.

Gambar 4. 1 Letak Geografis

2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan dan LAPAS Kelas IIA
Bulukumba
Sejarah Lembaga Pemasyarakatan pada periode 1945-1963 dalam

periode ini pada mulanya yaitu lahirlah falsafah baru di bidang
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kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada waktu itu dinyatakan sebagai
tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional rujukan dari
kebijakan yang dilaksanakan oleh periode kepenjaraan yaitu dari pola
defense yang dirancang oleh PBB. Selanjutnya pada periode 1963-1966
berubahlah menjadi Periode pemasyarakatan | pada mulanya diusulkan
oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan
dengan pohon beringin yang melabangkan Pengayoman dan pemikiran
bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Selanjutnya
Periode Pemasyarakatan Il, priode ini ditandai denganpendirian kantor-
kanotr BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan anak)
yang sampai pada tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah
menampakkan adanya trial and error di bidang pemasyarakatan.
Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina
tuna warga. Kemudian berubah lag pada periode pemasyarakatan 111
1975- sekarang periode ini dimulai dengan adanya lokakarya evaluasi
sistem pemasyarakatan yang membahas tentang sarana peraturan
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan
struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana
personalia, sarana keuangan, dan sarana fisik.

Pada awalnya setelah berakhirnya masa kepenjaraan Penjara
Bulukumba berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il
Bulukumba. Sebelumnya LAPAS Kelas Il Bulukumba terletak di JI.

Jend Sudirman Bulukumba, kemudian dipindahkan ke Jalan A. Yani
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Taccorong Bulukumba. Setelah terbitnya undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang KUHP, maka seiring dengan kebutuhan organisasi
LAPAS yang sebelumnya adalah LAPAS Kelas 111 Berubah menjadi
LAPAS Kelas IIB Bulukumba sesuai dengan ketetapan menteri
kehakiman Rl Nomor.M.PR.07.03 tahun 1985. Dan terakhir berubah
menjadi Lapas Kelas 1A Bulukumba sesuai dengan keputusan menteri
kehakiman Rl Nomor M.6.PR.07.03 tahun 2003 tentang peningkatan
kelas, tanggal 3 Desember 2003. Setelah itu tidak ada lagi perubahan
tingkatan kelas sampai sekarang.

3. Visi, Misi, dan Tata Nilai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A
Bulukumba.
Visi: Masyarakat memperoleh kepastian hukum yaitu untuk mencapai
sebuah cita-cita dan harapan masa depan, tentang bagaimana cita-cita
lembaga yang akan dicapai.
Misi:
a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM,;
e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum

dan HAM; serta

f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang

profesional dan berintegritas.
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Tata Nilai:

Tata Nilai merupakan junjungan dalam pelaksanaan tugas di area

kementerian hukum dan HAM, Tata nilainya antara lain P-A-S-T-I

a.

Profesional yang berarti aparat yang bekerja keras untuk mencapai
tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung
tinggi etika dan integritas profesi;

Akuntabel vyaitu aparat bertanggung jawab dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah dengan ketentuan atau peraturan yang
berlaku;

Sinergi yaitu komitmen untuk membangun dan memastikan
hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis
dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan
melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
Transparan yaitu kementerian hukum dan HAM menjamin akses
atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta
hasil-hasil yang dicapai;

Inovatif yaitu mendukung hal-hal kreatif dan inisiatif untuk selalu
melakukan pembaharuan dalam penyelenggaran tugas dan

fungsinya.

Kepegawaian

Pegawai LAPAS merupakan individu yang bekerja di lembaga

pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pelaksana kegiatan
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administrasi, keamanan, rehabilitasi, dan pengawasan dalam LAPAS.
Sebagai awal LAPAS Merupakan lembaga eksekutif yang bertanggung
jawab atas pemasyarakatan narapidana dan tahanan dalam rangka
pemasyarakatan serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Kemenkumham adalah kementerian yang
bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan bidang
hukum dan hak asasi manusia, termasuk sistem pemasyarakatan.

Perlu diketahui bahwa pegawai LAPAS merupakan PNS atau
CPNS yang diseleksi oleh kementerian hukum dan ham, PNS Lapas
kemenkumham bertugas untuk melayani dan menjalankan kegiatan dan
SOP dalam lapas. Sebagai bagian dari administrasi, PNS LAPAS
bertanggung jawab untuk mengelola data dan dokumen terkait
narapidana dan tahanan, termasuk proses pendaftaran, pembebasan dan
transfer. Mereka juga terlibat dalam mengelola anggaran, melaksanakan
pembayaran, dan membuat laporan keuangan serta dengan regulasi yang
berlaku. Dalam Hal keamanan, PNS Lapas juga terlibat dalam kegiatan
rehabilitasi dan pembinaan narapidana dan tahanan, mereka memberikan
layanan konseling, dan pendidikan untuk membantu narapidana dan
tahanan dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah
masa pemasyarakatan mereka. PNS LAPAS mempunyai peran penting
dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak eksternal termasuk

pemerintah, organisasi non-pemerintah, LSM, dan sektor swasta.
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Manajemen kepegawaian di lembaga pemasyarakatan (LAPAS)
merupakan aspek kunci dari operasional yang efektif dan berkelanjutan,
yang bertujuan untuk menjaga keamanan, rehabilitasi, dan reintegrasi
narapidana ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kepegawaian
melibatkan proses rekrutmen, pengelolaan, pengembangan, dan
penilaian kinerja petugas lapas. Langkah-langkah ini diperlukan untuk
memastikan bahwa lapas dapat berfungsi secara optimal, sesuai dengan
tujuan pemasyarakatan yang ditetapkan.

Rekrutmen dan seleksi petugas lapas dimulai dengan penentuan
kebutuhan lapas, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi. Calon
petugas harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, termasuk
pendidikan, keterampilan interpersonal, dan kepatuhan hukum. Seleksi
dilakukan melalui berbagai tahap, seperti tes tertulis, wawancara, dan
penilaian psikologis, untuk memastikan bahwa mereka yang direkrut
memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai. Setelah direkrut,
petugas lapas menjalani program pelatihan yang dirancang untuk
mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan tanggung jawab
dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan mencakup berbagai aspek,
termasuk pemahaman tentang hukum dan peraturan, teknik pengawasan
dan keamanan, serta keterampilan komunikasi dan manajemen konflik.
Pengembangan Kkarir juga menjadi perhatian, dengan penyediaan
peluang untuk meningkatkan keterampilan dan meraih promosi sesuai

dengan prestasi dan potensi petugas. Petugas lapas ditempatkan pada
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posisi dan unit tugas yang sesuai dengan latar belakang, keterampilan,
dan minat mereka. Mereka dapat ditugaskan untuk melakukan berbagai
tugas, mulai dari pengawasan langsung narapidana, administrasi, hingga
program rehabilitasi dan reintegrasi. Penempatan yang tepat memastikan
bahwa keahlian dan kepentingan petugas digunakan secara efektif untuk
mencapai tujuan lapas.

Evaluasi kinerja merupakan bagian penting dari manajemen
kepegawaian di lapas. Melalui evaluasi yang teratur, kinerja petugas
dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kepatuhan
terhadap prosedur, kualitas pelayanan, dan kemampuan dalam
menangani situasi yang kompleks. Umpan balik dari evaluasi digunakan
sebagai dasar untuk pengembangan pribadi dan perencanaan Kkarir
petugas. Kesejahteraan petugas lapas menjadi fokus penting dalam
manajemen kepegawaian. Kondisi kerja yang aman, dukungan
kesehatan mental, insentif yang adil, dan program kesejahteraan lainnya
menjadi perhatian utama. Upaya ini bertujuan untuk menjaga motivasi,
kesehatan, dan kepuasan Kkerja petugas, sehingga mereka dapat
menjalankan tugas mereka dengan baik dan berkontribusi secara positif
terhadap tujuan lapas.

Manajemen kepegawaian di lapas harus selalu memperhatikan
kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Ini mencakup

kepatuhan terhadap standar etika, hak-hak pekerja, serta peraturan
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keamanan dan kesehatan kerja. Kepatuhan ini penting tidak hanya untuk

menjaga integritas lapas, tetapi juga untuk melindungi hak-hak petugas.

Dengan memperhatikan semua aspek ini, manajemen kepegawaian di

lapas dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, aman, dan

berorientasi pada tujuan rehabilitasi. Petugas lapas yang berkualitas dan

terlatih dengan baik menjadi aset berharga dalam mencapai tujuan

pemasyarakatan, yaitu mempromosikan keadilan, mengurangi tingkat

kriminalitas, dan memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana ke dalam

masyarakat.

. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1A Bulukumba

Tugas Pokok:

Lembaga  pemasyarakatan ~ mempunyai tugas  melaksanakan

pemasyarakatan narapidana/anak didik.

Fungsi:

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga

Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;

2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil
kerja;

3. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/ anak didik;

4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga

pemasyarakatan;
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5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Struktur Organisasi
1. Sub Bagian Tata Usaha;
Tugas
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata
usaha dan rumah tangga LAPAS
Fungsi
a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
b. Melakukan urusan-urusan menyurat, perlengkapan dan rumah
tangga;
Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :
a. Urusan kepegawaian dan keuangan;
Tugas sebagai urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai
tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
b. Urusan Umum;
Tugas sebagai urusan umum mempunyai tugas melakukan surat-
menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik;
Tugas
Seksi bimbingan narapidana / anak didik mempunyai tugas
memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik

Fungsi
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a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi
sidik jari narapidana/anak didik;

b. Memberikan pemasyarakatan, mengurus Kesehatan dan
memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;

Seksi Bimbingan Narapidana / anak didik terdiri dari:

a. Sub Seksi Registrasi;
Tugas
Sub Seksi registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan
membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/ anak
didik;

b. Sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan;
Tugas
Seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan mempunyai
tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta
memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan
asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana/anak
didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi
narapidana/anak didik;

3. Seksi Kegiatan Kerja

Tugas:

Seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja,

mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja

Fungsi:



48

a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik
dan mengelola hasil kerja;

b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

Seksi kegiatan kerja terdiri dari:

a. Sub Seksi Bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja;
Tugas
Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja
mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan Latihan
kerja narapidana/anak didik serta mengolah hasil kerja;

b. Sub Seksi sarana kerja;
Tugas
Sub seksi sarana kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas

sarana kerja;

. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib;

Tugas

Seksi administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai tugas
mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian
tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari
satuan pengamatan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di
bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

Fungsi

a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan

pembagian tugas pengamanan;
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Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan
pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di

bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

Seksi administrasi keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

a.

Sub Seksi Keamanan

Tugas

Sub seksi keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas,
penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Tugas

Sub seksi pelaporan dan tata tertib mempunyai tugas menerima
laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang

bertugas.

Kesatuan Pengamanan LAPAS

Tugas

Kesatuan pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga

keamanan dan ketertiban LAPAS

Fungsi

a.

Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narpidana/ anak
didik;
Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;

Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
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d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan
pengamanan;

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi kesatuan pengamanan

Lapas Yaitu:

a. Kesatuan pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang kepada
dan membawahi petugas pengamanan LAPAS;

b. Kepala kesatuan pengamanan LAPAS berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada kepala LAPAS.

Hasil Penelitian

Di dalam peraturan perundang-undangan No. 22 Tahun 2022 di dalam
pasal 7 huruf K mengemukakan bahwa tahanan berhak menerima kunjungan
dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Berdasarkan
ketentuan tersebut terdapat kebijakan kunjungan lembaga pemasyarakatan
yang diatur di dalam keputusan kementerian hukum dan direktorat jenderal
pemasyarakatan tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan
ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan selain dari keputusan
kementerian ketentuan kunjungan juga diatur di Lembaga Pemasyarakatan

masing-masing unit pelaksana teknis.

Ketentuan- ketentuan yang dilaksanakan untuk menjaga Lembaga
Pemasyarakatan. Maka ketentuan atau kebijakan yang dilaksanakan untuk
menjaga keamanan di dalam LAPAS terhadap keluarga yang berkunjung.
Adanya Standar Operasional Prosedur Kunjungan dan Ketentuan Layanan

Kunjungan menjadi pedoman kebijakan sektor Lembaga Pemasyarakatan
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yang menjadi dasar bagi Pelaksana atau pegawai untuk melakukan

penjagaan keamanan.

Berdasarkan hal tersebut implementasi kebijakan Standar Operasional
Prosedur Kunjungan dan Ketentuan Layanan Kunjungan perlu dilihat dan
diobservasi, Implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan ide atau
gagasan, bisa juga disebut sebagai perpanjangan tangan dari sebuah
kebijakan. Implementasi Kebijakan kunjungan terhadap pengunjung
lembaga pemasyarakatan dianalisis dengan pendekatan VVan Meter dan Van
Hornd yaitu Standar dan Sasaran, Komunikasi antara lembaga dan

Lingkungan Eksternal, Sikap Pelaksana.

1. Standar dan Sasaran

Standar dan sasaran merupakan sebuah pedoman pelaksanaan
kebijakan di area lingkungan lembaga pemasyarakatan. Standar dan
sasaran harus diketahui secara umum, ini karena standar dan sasaran
merupakan pedoman. Standar dan sasaran bersifat tertulis dan secara
umum Yyaitu membuat pelaksana mudah memahami apa yang akan
dilakukan. Standar atau SOP dan Sasaran kebijakan untuk kembali
memanusiakan manusia di Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena ini para pelaksana diharuskan untuk mengetahui
secara umum bagaimana kemudian standar dan sasaran kebijakan
kunjungan di LAPAS Bulukumba sebagaimana dalam melaksanakan
sebuah kebijakan harus tau dulu dasar yang akan dilaksanakan

bagaimana kemudian dasar-dasarnya.
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Sesuai dengan wawancara dari bapak NA selaku Kepala Seksi
Keamanan dan Ketertiban KASI KAMTIB sebagai berikut
“ya ada standar kita ada SOP untuk semua pengunjung lembaga
pemasyarakatan itu ada di media sosial LAPAS Bulukumba, ada
juga yang di lingkungan lapas contohnya diruang tunggu dicetak
berbentuk baliho supaya pengunjung tau , Kkita terima keluarga
bahkan teman semua sasaranya untuk semua bisa tau dan lihat.”
(Hasil Wawancara 4 April 2023)
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa betul adanya
Standar dan Sasaran yang jelas untuk bagaimana Kebijakan Berkunjung
untuk para keluarga warga binaan. jadi semua kebijakan bagi LAPAS
Bulukumba didasari juga dengan rasa kemanusiaan. Sasaran dari
Kebijakan kunjungan di LAPAS Bulukumba juga jelas sesuai dengan
Wawancara dengan bapak Bapak A Selaku PLT Kepala Kesatuan
Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KA KPLP mengemukakan
“ada SOP yang harus dijalankan untuk semua, sasarannya ya untuk
keamanan LAPAS Bulukumba juga. Dan sebelumnya saya masih
PLT jadi masih terbatas” (Hasil Wawancara 6 April 2024)
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Mengkonfirmasi dari KASI
KAMTIB Bahwa benar adanya ada standar keamanan di lingkungan
LAPAS Bulukumba, untuk mengoptimalkan kebijakan kunjungan
keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi
berdasarkan hasil wawancara informan tersebut belum secara resmi
menempati jabatan tersebut.

Selanjutnya wawancara Bapak R Selaku Sub Seksi Pelaporan

mengatakan
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“semua selalu merujuk ke SOP, dulu belum server sekarang sudah
terintegrasi melalui data pusat. Petugas sebelum bertugas juga ikut
Orientasi Pemasyarakatan untuk semua dibekali pemasyarakatan,
bahkan untuk pelayanan melibatkan pihak-pihak eksternal” (Hasil
Wawancara 4 April 2024)
Berdasarkan hasil wawancara berikut menunjukan bahwa ada SOP yang
dilaksanakan dan bahkan para petugas itu dibekali di orientasi
pemasyarakatan. Kebijakan kunjungan di lembaga pemasyarakatan
mempunyai landasan dan sasaran bahkan informan juga menyinggung
tentang pelayanan LAPAS Bulukumba.
Menurut hasil wawancara sodara IS sebagai petugas P2U Pengamanan
Pintu Utama
“untuk SOP langsung koordinasi dan arahan dari atasan, itu juga
ada di sosial media LAPAS Bulukumba, terdapat juga di ruang
tunggu jadi ada standar dan sasaran untuk para pengunjung di
lembaga pemasyarakatan” (Hasil Wawancara 16 April 2024)
Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa SOP di Lapas
Bulukumba diperolen melalui koordinasi dan arahan langsung dari
atasan. Informasi ini juga tersedia di media sosial Lapas Bulukumba

serta di ruang tunggu lembaga pemasyarakatan, sehingga para

pengunjung dapat mengetahui standar dan sasaran yang ditetapkan.

Gambar Berikut mendukung hasil dari informan bahwa terdapat
SOP Kunjungan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pelaksana bahwa
SOP Merupakan bagian dari Kebijakan kunjungan di LAPAS

Bulukumba.
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Gambar 4. 2 SOP LAPAS Bulukumba
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Terdapat juga SOP tertulis sebagai penguat dari pernyataan informan

yang lain,
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Gambar 4. 3 Standar Operasional Berkunjung
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Terdapat juga alur kunjungan dan yang di tempel di dinding di
ruang tunggu Lapas Bulukumba sebagai penguat pernyataan Informan.

Bahwa beberapa informasi juga terdapat di ruang tunggu.

Y 1

JADWAL LAYANAN RUNJUNOAN
W Grr RERRAMA DA WAL RATA JBUL HITHI
an

ALUR LAYARAN HUNJUNOAN

&7a otk ITar Jaan W W w M NUIMINOAN..,
B LARAR BELAS EIA BULIMImAS )‘ ‘k MART RAYA IDUL FITRI 1445 H/202
PAGA LAPAS NALAS TIA BULUKUMBA

+ PELA AN ST

Gambar 4. 4 Alur Pendaftaran

Di dalam SOP yang terdapat di draf ada sedikit perbedaan dengan
yang berada di ruang tunggu tapi pada umumnya ketentuan dan prosedur
yang dilakukan oleh petugas kepada keluarga warga binaan tetap sama.

2. Komunikasi Antar Lembaga dan Lingkungan Eksternal
Dalam konteks komunikasi antar lembaga, penting untuk memahami
bahwa hal tersebut melibatkan pertukaran informasi, koordinasi
tindakan, dan membangun hubungan yang baik antara lembaga-lembaga
yang terkait. Ini bisa melibatkan berbagai bentuk komunikasi, termasuk
pertemuan tatap muka, email, dan lain-lain. komunikasi yang efektif
dapat membuat hubungan kelembagaan terutama lembaga yang

menaungi Seperti kementerian bisa mencapai tujuan yang lebih efisien.
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Komunikasi antar lembaga berkaitan dengan lingkungan eksternal
seperti masyarakat sipil dan lingkungan sosial. Lingkungan eksternal,
Sesuai dengan wawancara bapak NA selaku Kepala Seksi Keamanan
dan Ketertiban KASI KAMTIB sebagai berikut
“Komunikasi dengan direktorat jenderal pemasyarakatan pasti ada
untuk melaporkan hal-hal tersebut, Buka puasa bersama juga atas
arahan kementerian. Jadi saat buka puasa bersama yang
sebelumnya ketentuan kunjungan itu pagi kita ubah jadi sore untuk
buka bersama. Semua ketentuan ya atas dasar kemanusian lah.
Sebenarnya ada aturan untuk yang datang maksimal 3 orang cuman
sekali lagi atas dasar kemanusiaan dan bulan ramadhan ya Kita
biarkan masuk bertemu keluarga mereka. Nanti pada saat hari raya
kami juga minta keamanan tambahan dari TNI Polri untuk menjaga
karena di hari tersebut kami tidak akan batasi keluarga yang
berkunjung” (Hasil Wawancara 4 April 2023)
Berdasarkan hasil wawancara berikut menunjukan bahwa segala bentuk
kunjungan keluarga warga binaan ini dikomunikasikan ke Lembaga
yang mewadahi LAPAS seperti Kementerian dan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, lembaga TNI dan POLRI juga dilibatkan untuk
keamanan disaat kondisi eksternal seperti bulan ramadhan ini. Untuk
membantu mengamankan dan memberikan penjagaan di area LAPAS.
Karena akan banyaknya Keluarga Warga Binaan yang berkunjung. Dan
juga Lingkungan eksternal juga mempengaruhi SOP Kunjungan dengan
mempertimbangkan Kemanusiaan. Jadi menurut wawancara bahwa ada
kemungkinan untuk melaksanakan kegiatan diluar SOP dengan dasar

Kemanusian tapi juga tetap memperhatikan keamanan LAPAS dan juga

berkoordinasi dengan Kementerian yang berkaitan.
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Sama halnya dengan Bapak A Selaku PLT Kepala Kesatuan
Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KA KPLP
“Ya sebelum para petugas ini bertugas untuk mengamankan kami
Koordinasi dengan POLRI biasanya yang langsung koordinasi itu
KALAPAS, biasanya berkaitan dengan pelatihan petugas. Dilatih
dulu kesamaptaan kemudian bertugas. Agar terwujudnya keamanan
LAPAS vyang diinginkan sesuai dengan SOP Kunjungan, SOP
Kunjungan ini diketahui juga sama Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan apalagi di bulan ramadhan ini. Kunjungan bulan
ramadhan tetap memenuhi SOP Kunjungan walaupun ada
kelonggaran. Tapi saya masih PLT jadi belum sepenuhnya punya
kewenangan” (Hasil Wawancara 6 April 2024)
Sejalan dengan bapak KASI KAMTIB bahwa komunikasi dengan
kementerian tetap dijalankan. Untuk memaksimalkan keamanan dan
penerapan SOP maka petugas pernah melakukan pelatihan oleh POLRI
sesuai yang dijelaskan oleh bapak PLT KA KPLP, beliau juga
mengemukakan bahwa seperti walaupun bulan ramadhan tetap
memenuhi protokol keamanan akan tetapi ada sedikit kelonggaran
berarti ada kebijakan atau sejalan dengan Bapak KASI KAMTIB bahwa
ada hal yang berkaitan dengan Kemanusiaan. Karena masuk di bulan
ramadhan maka menurut hasil wawancara juga kebijakan dilonggarkan.
Akan Tetapi ada beberapa perbedaan untuk hasil wawancara dari Bapak
R Selaku Sub Seksi Pelaporan mengatakan
“Sebelumnya itu ketentuan untuk berkunjung sudah terintegrasi
dengan pusat itu sudah langsung kesana, pelaporannya. Malahan
untuk pelayanan itu kita libatkan pihak Bank bagaimana tata cara
pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip pelayanan yang efektif
dan efisien” (Hasil Wawancara 4 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa segala ketentuan dan

aturan termasuk kebijakan di lingkungan Lapas Bulukumba tersebut
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terhubung dengan pusat, beliau juga menyinggung perihal komunikasi
dengan pihak eksternal terkait dengan peningkatan kualitas pegawali
dibidang pelayanan.
Menurut hasil wawancara sodara IS sebagai petugas P2U Pengamanan
Pintu Utama
“iya ada keterlibatan Polri dan TNI untuk mengamankan tapi itu
untuk hari tertentu, seperti cuti panjang acara ataupun ada kegiatan,
seperti momen lebaran kemarin karena tanggal merah dan tidak
adanya aktivitas di kantor maka melibatkan pengamanan TNI dan
POLRI. Untuk SOP itu saya lihat dalam kertas dan juga arahan
langsung dari atasan.” (Hasil Wawancara 16 April 2024)
Berdasarkan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa terdapat
keterlibatan pengamanan ketika acara-acara tertentu untuk lebih
memperketat keamanan LAPAS. Kebijakan LAPAS vyang tetap
memberikan akses kepada keluarga untuk mengunjungi Keluarga
mereka oleh karena itu perlunya pengamanan tambahan dari lembaga
eksternal seperti TNI danPOLRI.

Berdasarkan indikator komunikasi antara lembaga sesuai dengan

temuan maka secara sederhana bisa dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Bentuk Komunikasi antar Lembaga
No Lembaga Fungsi
1 Direktorat Jenderal Komunikasi yang dijalin adalah
Pemasyarakatan arahan, seperti buka puasa bersama

Kementerian Hukum dan | di bulan ramadhan. Koordinasi juga

HAM dijalin dengan melaporkan semua

bentuk kegiatan yang dilaksanakan




59

di LAPAS. Semua ketentuan SOP
yang berada di LAPAS terbit secara
Kementerian dan
LAPAS. Aturan-
aturan tentang pengunjung prosedur

langsung dari

dilaksanakan di

dan pengawasan.

2 TNI (Tentara Nasional

Indonesia)

Koordinasi perihal keamanan
ganda, membantu pengamanan di
hari-hari besar tertentu. Seperti pada
saat Hari Raya Idul Fitri bantuan
pengamanan juga dilakukan di hari-

hari Libur nasional.

5 POLRI (Polisi Republik

Indonesia)

Juga koordinasi dengan keamanan
ganda di hari-hari besar tertentu.

Selain membantu keamanan, Korps

Brimob juga melatih
KESAMAPTAAN petugas lapas
seperti contohnya pelatihan

penggeledahan, keterampilan

beladiri dan menembak.

Sumber: LAPAS Kelas IIA Bulukumba 2024

Gambar di bawah ini memberikan bukti visual yang memperkuat pernyataan

narasumber mengenai keterlibatan TNI dan Polri dalam pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bulukumba pada hari-hari tertentu.

Dalam gambar tersebut, terlihat jelas kehadiran personel TNI dan Polri yang

sedang apel. Mereka mengenakan seragam dinas resmi yang mencirikan

identitas masing-masing institusi, lengkap dengan perlengkapan keamanan

standar.
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R

Jy It

Gambar 4. 5 Apel bersama TNI POLRI

3. Sikap Pelaksana
Sikap pelaksana merupakan salah satu kunci dalam implementasi
kebijakan. Pelaksana kebijakan merupakan seorang eksekutor dalam
pelaksanaan implementasi kebijakan berkunjung yang berupa Standar
Operasional Prosedur Kunjungan dan ketentuan layanan kunjungan.
Penerapan kebijakan sangat ditentukan dengan sikap pelaksana dalam
menjalankan SOP Kunjungan kepada para pengunjung lembaga
pemasyarakatan. Posisi dari pelaksana dalam melaksanakan SOP
Kunjungan tanpa membeda-bedakan pengunjung untuk masuk ke dalam
LAPAS. Pelaksana pada pelayanan dan penerapan SOP Kunjungan ini
merupakan PNS oleh karena kredibilitas dari pelaksana merupakan citra
dari lembaga. Sikap pelaksana yang konsisten dan berkomitmen dalam

penerapan SOP Kunjungan sangat penting untuk memastikan



61

operasional sebuah organisasi dengan memiliki sikap yang tepat dalam
terhadap SOP Kunjungan, organisasi bisa melihat dan memastikan
bahwa setiap aspek yang dijalankan pelaksana sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan.
Menurut wawancara bapak NA selaku Kepala Seksi Keamanan dan
Ketertiban KASI KAMTIB sebagai berikut
“untuk pegawai ya saya kontrol langsung dalam pelaksanaannya,
jadi saya langsung walaupun namanya juga manusia masih belum
maksimalah, tapi saya juga kalau masuk tidak bawa hp sebagai
contoh untuk semuanya. Jadi semua aturan saya harus beri contoh
untuk semua pegawai.” (Hasil Wawancara 4 April 2024)
Berdasarkan wawancara di atas bahwa untuk sikap pelaksana masih ada
kekurangan tapi tetap dipantau oleh Bapak NA selaku KASI KAMTIB
untuk memaksimalkan Kinerja para pegawai yang bertugas menurutnya.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk dikatakan sangat baik juga
belum karena masih ada beberapa atau sedikit kekurangan terkait
pelaksana.
Selanjutnya wawancara dari bapak A selaku PLT Kepala Kesatuan
Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KA KPLP
“untuk pelaksana kalau menurut saya belum maksimal untuk
penerapan, masih perlu dibenahi tapi saya saat ini belum memiliki
wewenang lebih untuk mendisiplinkan. Kemudian sebenarnya kita
disini masih kurang pegawai untuk mengatur ratusan narapidana
dan keluarga seandainya lebih banyak ya bisa lebih
dimaksimalkan” (Hasil Wawancara 6 April 2024)
Dari wawancara tersebut menyinggung bahwa keterbatasan pegawai

berdampak belum optimalnya pelaksanaan pengamanan atau bentuk

kebijakan berkunjung di Lembaga pemasyarakatan, jadi bisa
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disimpulkan bahwa banyaknya kunjungan tidak dibarengi dengan
kuantitas pegawai yang berada di LAPAS.
Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak R Selaku Sub Seksi Pelaporan
mengatakan
“jadi ada pelatihan tata cara pengamanan untuk petugas dan itu di
gembleng terus untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang
benar-benar sesuai dengan pancasilais dan dinilai langsung dari
internal kemenkumham dan menpan rb” (Hasil Wawancara 4 April
2024)
Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaksana
tetap dipantau dan dinilai bahkan dinilai dari kementerian langsung.
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pada keluarga para warga
binaan.
Akan tetapi menurut hasil wawancara sodara IS sebagai petugas P2U
Pengamanan Pintu Utama
“menurut saya selama ini pelaksanaan kebijakan dan tugas serta
SOP sudah baik, ada beberapa kebijaksanaan bagi para pengunjung

juga apalagi yang jauh dari luar kabupaten, jadi tetap diterima”
(Hasil Wawancara 16 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa mengemukakan pelaksana
dalam melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan-kebijakan terhadap
pengunjung LAPAS Bulukumba telah dilaksanakan, ada beberapa
kebijakan yang mengizinkan keluarga berkunjung ataupun menemui
keluarga dengan pertimbangan bahwa keluarga tersebut berasal dari luar
kabupaten.

Selanjutnya wawancara dari saudari RT Sebagai pengunjung
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“selama saat saya berkunjung, selalu diperiksa oleh petugas kalau
perempuan ada ruangan khusus untuk pemeriksaan dan diperiksa
juga sama perempuan” (Hasil Wawancara 12 Mei 2024)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk
pengunjung wanita ada ruangan khusus untuk pemeriksaan. Sejalan
dengan keputusan mentri tentang standar pencegahan gangguan dan
ketertiban di lapas dan rutan di Poin C Standar pelaksanaan
penggeledahan yang mengatakan pengunjung perempuan harus
diperiksa oleh petugas perempuan.
Hasil wawancara saudari L sebagai pengunjung juga mengemukakan hal
yang sama.
“kalau saya semua diperiksa sama petugas, di ruangan khusus
pemeriksaan perempuan, barang bawaan diperiksa sama petugas
laki-laki terus saya diperiksa sama petugas perempuan” (Hasil
Wawancara 12 Mei 2024)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap

barang bawaan dan pengunjung diperiksa oleh petugas yang berjaga saat

akan masuk ke area untuk bertemu dengan keluarga mereka.

Pembahasan

Dalam teori implementasi menurut Van Meter dan Van Hornd

pengemplementasian kebijakan kunjungan di LAPAS Bulukumba sesuai

dengan pendekatan teori dan penelitian terdahulu:

1. Standar dan Sasaran

Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Hornd di dalam

(Turhindayani, 2020) Standar dan sasaran merupakan sebuah landasan
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atau pondasi sebuah kebijakan. Indikator kinerja sejauh mana standar
dan tujuan kebijakan tercapai. Standar dan Tujuan dapat dilihat melalui
berbagai dokumen seperti peraturan dan pedoman program seperti
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Lapas bulukumba
mempunyai landasan yang jelas karena merupakan lembaga yang
dibawahi secara langsung oleh direktorat jenderal pemasyarakatan
kementerian hukum dan ham.

Berdasarkan hasil temuan standar dan sasaran sudah merupakan
kewajiban dan keharusan dalam pelaksanaan. Pelaksana telah
mengetahui dan sudah memiliki sertifikasi untuk memenuhi dan
melaksanakan segala ketentuan-ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara
dapat disimpulkan bahwa terdapat standar dan sasaran yaitu Standar
Prosedur Layanan Kunjungan untuk kebijakan berkunjung di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba, Pimpinan Lapas Bulukumba
tetap mengakomodir para petugas dalam melaksanakan Standar dan
Sasaran Kebijakan untuk memenuhi keamanan dan kenyamanan baik
penghuni LAPAS dan pengunjung LAPAS Bulukumba.

LAPAS Bulukumba telah mempunyai dasar yang jelas dalam
pelaksanaan kebijakan kunjungan dari segi SOP dan prosedur-prosedur
lainnya, terbukti bahwa keseluruhan pegawai telah mengetahui dasar
dan sasaran kebijakan-kebijakan LAPAS Bulukumba yang berkaitan

dengan Kunjungan keluarga warga binaan atau narapidana.



65

Berdasarkan hasil wawancara juga mengungkapkan selain petugas
dan pegawai keluarga juga bisa melihat SOP Kunjungan yang ada di
LAPAS Bulukumba sebagaimana yang dimaksud para informan SOP
tersebut telah berada di Ruang tunggu bahkan di Sosial Media LAPAS
Bulukumba. Terdapat juga dokumen SOP dan Ketentuan Layanan
Kunjungan. Segala bentuk ketentuan layanan kunjungan saat ini di lapas
Bulukumba sudah jelas yang intinya adalah bagaimana Keluarga masih
bisa bertemu dengan para Narapidana dalam konteks kemanusiaan, akan
tetapi juga prosedur dan larangan-larangan tetap dijalankan dan tegas
karena SOP dan ketentuan layanan dari koordinasi dari pusat untuk
keamanan dan ketentraman warga binaan.

Berdasarkan hasil observasi juga mengungkapkan bahwa
sebenarnya saat penelitian dilakukan LAPAS Bulukumba telah
melakukan tahapan Sertifikasi WBK oleh kementerian sehingga dapat
disimpulkan bahwa standar dan sasaran saat ini di LAPAS Bulukumba
telah diketahui dan dijalankan oleh para pegawai LAPAS Bulukumba,
yang pada akhirnya secara keseluruhan bahwa standar dan sasaran
kebijakan kunjungan sudah jelas adanya.

Komunikasi antar lembaga dan Kondisi Eksternal

Di dalam (Hartawan & Kosasih, 2023) Komunikasi antar
organisasi dan pelaksana kegiatan menitikberatkan pada ketepatan dan
konsistensi  komunikasi antar organisasi atau antar pelaksana,

pemahaman program. standar dan tujuan oleh pelaksana, bantuan dalam
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menafsirkan peraturan dan pedoman pejabat yang lebih tinggi dan
memberikan sanksi positif atau negatif.

Komunikasi antara lembaga dan Kondisi Eksternal saat ini sesuai
dengan pernyataan informan bahwa segala bentuk kegiatan dan
keamanan tidak lepas dari lingkungan eksternal dikomunikasikan
dengan pihak-pihak terkait. Bisa disimpulkan bahwa kunjungan
keluarga para warga binaan saat ini tetap diketahui oleh kementerian dan
pengawasan dari kementerian serta pihak eksternal seperti TNI dan
POLRI. Adanya kebijakan seperti Buka puasa bersama karena kondisi
eksternal yaitu Bulan Ramadhan.

Kondisi eksternal juga sangat mempengaruhi kebijakan kunjungan
di LAPAS Bulukumba sesuai dengan yang diterangkan oleh informan
bahwa adanya buka puasa bersama membuat kebijakan yang tadinya
kunjungan keluarga diharuskan di pagi hari sekitar jam 9 waktu
setempat berubah menjadi sore atau lebih maju dari sebelumnya ini
untuk menunggu buka bersama keluarga. Aturan yang mengharuskan
seperti membatasi jam kunjungan juga disesuaikan atas dasar
kemanusiaan. Buka bersama juga adalah arahan langsung dari direktorat
pemasyarakatan kementerian hukum dan ham.

LAPAS Bulukumba telah berkoordinasi dengan masif juga
terhadap lembaga diluar kementerian seperti TNI dan POLRI, ini
dibuktikan dengan bantuan pengamanan dihari raya. Bantuan

pengamanan di hari raya tersebut juga telah membuat keamanan dan
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pengamanan secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara juga
mengemukakan bahwa pelaksana atau petugas lapas juga dibekali
dengan pelatihan oleh POLRI.

Komunikasi antar lembaga dalam hal keamanan dan ketertiban
untuk para pengunjung lapas sangat berpengaruh. Ini karena keterlibatan
TNI dan POLRI dapat meminimalisir kejadian-kejadian seperti
penyelundupan barang terlarang. Koordinasi ini sangat perlu karena
pada saat hari raya selama tiga hari LAPAS Memberikan ruang kepada
keluarga warga binaan untuk datang berkunjung secara keseluruhan.

Berdasarkan observasi sejalan dengan pernyataan informan bahwa
betul adanya TNI dan POLRI Terlibat dalam keamanan pada Bulan
Ramadhan serta hari-hari besar tertentu. Pengamanan yang dilakukan
kepada keluarga yang datang. Penggeledahan dan pemeriksaan barang
bawaan demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar lembaga di lapas
Bulukumba telah dijalankan dengan maksimal untuk saat ini. Ini karena
saat penelitian dilakukan LAPAS Bulukumba berada pada masa selesai
sertifikasi WBK dari kementerian terkait.

. Sikap Pelaksana

D idalam (Hartawan & Kosasih, 2023) sikap pelaksana merupakan
ujung tombak dari sebuah kebijakan. Disposisi Pelaksana (sikap
pelaksana) meliputi sikap pelaksana pemahaman terhadap kebijakan,

arah respon pelaksana (menerima, netral, dan menolak), serta intensitas
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respon pelaksana intensitas menerima, netral atau menolak. Serta
perlengkapan pelaksana. Berdasarkan hasil temuan yang telah dilakukan
ada beberapa perbedaan pendapat dari para narasumber, secara umum
bahwa bawahan beranggapan pelaksanaan kebijakan sudah baik akan
tetapi untuk para atasan dengan menilai kinerja masih ada kekurangan di
sektor pelaksana. Bisa disimpulkan bahwa penilaian atasan saat masih
ada kekurangan di sektor pelaksana untuk seluruh standar. Pelaksanaan
SOP juga terkendala dengan jumlah petugas.

Dalam pelaksanaan kebijakan petugas telah mengetahui bentuk
kebijakan yang dilaksanakan. Informan juga mengemukakan selain
melihat protokol terdapat juga arahan langsung dari atasan. Informan
juga mengutarakan terkait dengan pelaksana ada beberapa yang perlu
didisiplinkan, akan tetapi kapasitas dari pimpinan tersebut belum bisa
terpenuhi karena belum menjabat secara utuh.

Dalam observasi langsung kelapangan sejalan dengan apa yang
dikemukakan informan bahwa sebenarnya ada keterbatasan jumlah
pelaksana teknis di LAPAS Bulukumba, keterbatasan tersebut ada di
bagian pemeriksaan pengunjung. Observasi saat di lapangan terlihat
bahwa jumlah petugas yang terbatas membuat pemeriksaan pengunjung
dan barang bawaan tidak optimal. Berdasarkan keputusan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015

tentang standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas
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dan rutan mengemukakan Petugas Pintu Utama P2U minimal sebanyak
3 orang setiap shift.

Dalam observasi dilapangan jumlah petugas telah memenuhi
standar dari kementerian yaitu 3 orang akan tetapi jika ditinjau dari sisi
jumlah narapidana di LAPAS dan jumlah keluarga warga binaan yang
datang sekitar 50 sampai 100 orang setiap harinya, maka sejalan dengan
pernyataan informan bahwa perlu peningkatan kuantitas petugas untuk
pengamanan P2U. Petugas P2U juga mengatakan kewalahan karena di
hari-hari libur terjadi peningkatan jumlah pengunjung.

Pada sektor pengecekan barang juga menurut observasi bahwa ada
beberapa perlengkapan yang tidak ada seperti metal detector dan X-ray.
Di sektor pelaksana adanya ketidak konsistenan oknum mengenai
barang-barang apa saja yang bisa dan tidak bisa dibawa masuk,
contohnya seperti dompet atau uang. Tapi secara umum semua Yyang

masuk tetap diperiksa oleh para petugas yang berjaga.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini Implementasi kebijakan kunjungan keluarga
warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 1A Bulukumba dapat ditarik
kesimpulan sesuai dengan fokus teori Van Meter dan Van Hornd dan juga
rumusan masalah maka:

1. Standar dan Sasaran

Berdasarkan pendekatan standar sasaran terdapat SOP Kunjungan di
Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba. Seluruh jajaran
pegawai LAPAS telah mengetahui SOP dan Standar Kunjungan LAPAS
Bulukumba, sasaran dari kebijakan adalah keamanan. SOP Kunjungan
secara tertulis dan bisa di lihat oleh pelaksana dan keluarga warga
binaan yang berkunjung.

2. Komunikasi Antar Lembaga dan Lingkungan Eksternal

Berdasarkan pendekatan komunikasi antar lembaga dan lingkungan
eksternal telah dilaksanakan dengan baik antara lembaga-lembaga yang
berkaitan. Koordinasi antara Direktorat jenderal pemasyarakatan
kementerian hukum dan HAM yaitu koordinasi keamanan, pengawasan
pelaksanaan kebijakan, dan arahan yang berkaitan dengan ketentuan
standar operasional prosedur kunjungan, Ketentuan layanan kunjungan
seperti contohnya buka puasa bersama, apa yang boleh dan tidak boleh

dibawa masuk ke LAPAS, berapa petugas yang harusnya berjaga dan

70
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Perubahan jam besuk karena hari-hari besar. Komunikasi antara
lembaga di luar Kementrian seperti TNI dan Polisi Republik Indonesia
untuk meningkatkan pengamanan di lingkungan LAPAS, pelatihan
KESAMAPTAAN seperti keterampilan beladiri dan penggeledahan
telah dilaksanakan sebelum petugas melaksanakan standar operasional
prosedur. Beberapa kebijakan juga bisa berubah karena kondisi eksternal
seperti misalnya pada bulan ramadhan.
3. Sikap Pelaksana

Berdasarkan sikap pelaksana yang berkaitan dengan kebijakan
kunjungan saat ini secara umum sudah baik, akan tetapi belum
maksimal. Para pelaksana telah mengetahui dan melaksanakan SOP
Kunjungan Lapas sesuai dengan arahan atasan dan sesuai dengan SOP.
Akan tetapi masih ada beberapa oknum vyang belum konsisten
melaksanakan kewajibanya, jumlah petugas pelaksana keamanan yang
kurang di hari-hari biasa, serta peralatan yang belum mencukupi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran untuk implementasi kebijakan
kunjungan di LAPAS Bulukumba antara lain yaitu:

1. Lebih meningkatkan penerapan standar dan sasaran kebijakan

diberbagai sektor, termasuk pelaksanaan SOP dan ketentuan layanan

kunjungan.
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2. Berdasarkan Komunikasi antar lembaga dan lingkungan eksternal adalah
lebih meningkatkan lagi sinergitas kementrian dan LAPAS, sinergitas
antara lembaga diluar kementrian.

3. Sikap pelaksana Sertifikasi WBK sebagai acuan pelaksanaan Kinerja
LAPAS untuk para pelaksana sebagai bentuk moral tanggung jawab
dalam pelaksanaan kebijakan berkunjung di lapas. Lebih profesional
dalam melaksanakan tugas untuk setiap pelaksana dalam semua aspek.
Serta peningkatan sinergitas antar lembaga. Kementerian harus
memperhatikan jumlah pelaksana pengamanan. Penting harusnya
kementerian mengukur jumlah warga binaan dalam menerapkan jumlah
minimum yang harus bertugas dalam setiap shiftnya. Melengkapi
peralatan keamanan sesuai dengan peraturan kementrian PAS — 416
tahun 2015. Peningkatan kapasitas pelaksana baik di bidang kedisiplinan

serta di bidang lainnya.
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